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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Menolak 

Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Oleh Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG  

IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 JULI 2022 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.15 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU 

Ibu Kota Negara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 

49/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 49/PUU-

XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU Ibu Kota Negara dalam perkara Nomor 

49/PUU-XX/2022, diajukan oleh Ir. SM Phiodias Marthias, untuk selanjutnya 

disebut sebagai Pemohon.  

 

C. PASAL/AYAT UU IBU KOTA NEGARA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil terhadap 

UU Ibu Kota Negara. 
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D. BATU UJI 

Bahwa undang-undang a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C 

ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 

merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian UU Ibu Kota Negara dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.14.1] Bahwa naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011 

adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian 

lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan 

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan 

kebutuhan hukum masyarakat [vide Pasal 1 angka 11 UU 12/2011]. Lebih lanjut, 

berkenaan dengan pembentukan undang-undang dijelaskan pula oleh UU 

12/2011 alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan 

dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU). Oleh karena itu, pada 

bagian latar belakang naskah akademik menjelaskan mengapa pembentukan RUU 

memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau 

pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU yang akan dibentuk. 

Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, 

sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan 

RUU [vide Lampiran I UU 12/2011]. Karena posisi naskah akademik sebagai 

acuan maka dalam perkembangan pembahasan suatu RUU dalam rangka 

mendapatkan persetujuan bersama dari pembentuk undang-undang maka tidak 

serta merta hal-hal yang termuat dalam naskah akademik kemudian masuk 

dalam materi undang-undang. Dengan kata lain, walaupun telah termuat dalam 

naskah akademik kemudian dalam pembahasan rancangan undang-undang 

ternyata mengalami perubahan maka hal tersebut tidak serta merta 

menyebabkan proses pembentukan undang-undang menjadi inkonstitusional. 

 

[3.14.2] Bahwa keberadaan naskah akademik memang diharuskan dalam 

pembentukan undang-undang. Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 menyatakan, 

“Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus 

disertai Naskah Akademik”. Dalam perkara a quo telah terdapat Naskah 

Akademik UU 3/2022 sebagaimana diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-12], 

sehingga pada tahapan penyusunan dalam pembentukan UU 3/2022 telah 

ternyata disertai dengan naskah akademik. Adapun mengenai muatan naskah 

akademik sebagaimana dipersoalkan Pemohon, menurut Mahkamah berdasarkan 

pertimbangan hukum paragraf di atas adalah tidak tepat dipersoalkan 
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konstitusionalitasnya, mengingat penyusunan naskah akademik pada tahapan 

penyusunan pembentukan undang-undang harus melalui tahapan pembahasan 

pembentukan undang-undang yang dimungkinkan adanya perkembangan atau 

perubahan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penyusunan dan muatan 

naskah akademik bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat karena 

seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai proses atau 

prosedur pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 

1945. Sementara itu, mengenai proses atau prosedur pembentukan UU 3/2022 

telah dinilai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 yang 

diucapkan sebelum pengucapan putusan perkara a quo yang pada pokoknya 

menyatakan proses pembentukan UU 3/2022 tidak bertentangan dengan UUD 

1945, oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon untuk kedua perkara tersebut 

tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo 

karena berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2022, in casu naskah 

akademik UU 3/2022 maka harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut 

hukum. 

 

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 

tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan 

dengan pengujian formil UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum 

untuk seluruhnya. Sedangkan, terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan 

karena dipandang tidak ada relevansinya. 

  

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022 yang 

menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap 

pengujian UU Ibu Kota Negara mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 
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